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Abstrak 
Merebaknya pekerja sector informal merupakan fenomena yang lumrah terjadi di kota-
kota negara berkembang sebagai rangkaian proses urbanisasi. Meskipun sector 
informal dapat menjadi katup penyelamat akibat kelangkaan pekerjaan, keberadaan 
mereka justru sering mendapat pembatasan-pembatasan baik berupa ruang usaha 
(space) maupun modal (capital) dari pemerintah kota sehingga dapat menimbulkan 
potensi munculnya aksi-aksi politik sebagaimana sering terjadi di Amerika Latin dan 
Afrika. Secara demikian, pekerja sector informal ini mempunyai opini politik tertentu 
yang mereka miliki sesuai terhadap sistem politik maupun derajad keterdedahan media 
massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden mengalami keterdedahan 
media massa terutam media audio-visual dan menjadi referensi dalam menentukan 
opini politik. Opini politik yang dikemukakan cenderung bersifat skeptis baik terhadap 
kebijakan maupun terhadap person yang sedang memangku jabatan. 
Kata kunci: Sektor informal, media massa, opini politik. 
 
A. Pendahuluan 
Fenomena yang selalu ditemui di negara-negara berkembang adalah fenomena 
semakin tingginya angka urbanisasi. Laju pertambahan penduduk dunia saat ini 
sebesar 1,2% dan pada tahun 2000 PBB telah mencatat penduduk dunia sebesar 6,1 
milyar dan 47% tinggal di negara berkembang (unhabitat.org, t.t.). Dari sumber yang 
sama, akibat ketimpangan laju pertambahan penduduk antara negara maju dan negara 
berkembang, diramalkan pada tahun 2030 penduduk dunia terkonsentrasi di negara 
berkembang sebesar 85%. Pada tahun 2008 saja, lebih dari separuh penduduk dunia 
tinggal di perkotaan. Berkaitan dengan penduduk perkotaan, laju pertambahan di 
negara maju tidak sebesar seperti di negara berkembang (Henderson, 2002).  
Diramalkan pada tahun 2030 penduduk di negara berkembang yang tinggal di 
perkotaan akan mencapai 84%. Kota-kota besar di negara berkembang saat ini telah 
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berubah status menjadi kota megapolitan seperti Mumbai, Calcuta, Beijing, Mexico 
City, Lagos dan Jakarta dengan penduduk lebih dari 10 juta. 
Adanya urbanisasi berarti pertanda positif karena dapat menunjukkan bahwa 
negara yang bersangkutan sedang berproses menuju negara modern. Hal ini dapat 
dilihat ke belakang beberapa abad yang lalu ketika munculnya revolusi industri dan 
gerakan Reformasi di Eropa bermula dari kota-kota besar. Adanya aspek positif dari 
urbanisasi hanya terjadi apabila terdapat keseimbangan antara tingkat pertumbuhan 
ekonomi dengan proporsi penduduk suatu negara yang tinggal di daerah perkotaan. 
Yang terjadi di negara berkembang adalah urbanisasi yang berlebih, yakni suatu 
keadaan yang tidak setimbang antara tingkat urbanisasi dengan tingkat pertumbuhan 
ekonomi. Keadaan seperti ini akan menjadi masalah yang pada gilirannya justru akan 
menghambat negara berkembang dalam berproses menjadi negara maju. 
Semakin bertambahnya warga di perkotaan semakin menimbulkan problem 
baru yaitu ketersediaan lapangan kerja. Penduduk kota yang jumlahnya semakin 
banyak harus bertarung diantara mereka untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi, 
social dan politik yang ketersediaannya semakin terbatas. Mereka yang gagal 
memperoleh sumber-sumber ini akan jatuh miskin sehingga tidak menutup 
kemungkinan mereka akan menempuh jalan di luar hukum seperti melakukan aksi 
kriminal atau aksi-aksi lainnya yang berakibat pada keresahan sosial. 
Kemiskinan akan berkait dengan budaya kemiskinan. Oscar Lewis (Astika, 
2010) mengartikan budaya ini mencakup nilai-nilai, sikap-sikap dan tindakan-tindakan 
yang berbeda dari mainstream budaya yang ada. Beberapa ciri-cirinya antara lain: 
kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin kedalam lembaga-lembaga 
utama masyarakat, yang berakibat munculnya rasa ketakutan, kecurigan tinggi, apatis 
dan perpecahan; pada tingkat individu dengan ciri yang menonjol adalah kuatnya 
perasaan tidak berharga, tidak berdaya, ketergantungan yang tinggi dan rasa rendah 
diri; kebudayaan kemiskinan juga membentuk orientasi yang sempit dari 
kelompoknya. Kelompok ini karena termarginalkan secara ekonomi-politik, juga akan 
tidak peduli terhadap issue-issue politik dan bahkan mereka memendam kekecewaan 
dialam bawah sadar mereka (Helbling, 2000). 
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Budaya semacam ini sangat potensial untuk munculnya aksi-aksi diluar hukum 
atau sangat mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk digerakkan guna 
mencapai kepentingan mereka. Dengan kata lain, kelompok miskin perkotaan manjadi 
basis rekrutmen munculnya aksi-aksi yang bernuansa politik, mulai dari aksi-aksi yang 
sesuai dengan koridor hukum seperti demonstrasi, gerakan protes sampai aksi-aksi 
diluar hukum seperti penjarahan dan terorisme (Huntington dan Nelson, 1976). 
Keadaan semacam ini sangat terbuka di Indonesia sejak munculnya gerakan reformasi 
tahun 1998. Situasi politik Indonesia sangat berbeda dengan masa sebelumnya di 
bawah rezim Orde Baru. Politik Indonesia saat ini cenderung lebih liberal, 
menempatkan pengakuan hak asasi manusia pada tataran tinggi, lebih demokratis dan 
tersedianya arus informasi secara bebas.  
Disamping itu, kelompok masyarakat perkotaan yang kesulitan memperoleh 
akses lapangan kerja maupun sumber-sumber ekonomi, social dan politik menciptakan 
varian lapangan pekerjaan yang dikenal dengan sektor informal sebagai alternative 
tertutupnya sektor legal-formal bagi kelompok masyarakat migran, berpendidikan 
rendah dan bermodal kecil atau bahkan tanpa modal (De Soto, 1989). Sektor informal 
telah menjadi katup penyelamat bagi kelompok masyarakat marginal dalam 
mendapatkan sumber-sumber ekonomi dan juga katup penyelamat bagi system politik 
karena secara tidak langsung dapat mencegah munculnya ledakan politik (political 
explosion). 
Dalam masyarakat yang terbuka dan demokratis seperti sekarang ini, setiap 
warga negara berhak untuk mengekspresikan pendapat dan kehendak politiknya serta 
berpartisipasi dalam kegiatan politik. Salah satu bekal untuk melakukan tindakan ini 
adalah opini politik yang mereka peroleh dan kuasai. Untuk memperoleh informasi 
politik pada saat ini tidaklah sulit. Berbagai media selalu menyajikan apa yang 
dibutuhkan khalayak. 
Artikel ini yang diangkat dari penelitian membahas opini politik yang disajikan 
oleh media massa dikalangan para pekerja sektor informal di Surakarta. Sepanjang 
sejarah Surakarta dikenal sebagai kota yang mempunyai dinamika tinggi. Sebagai 
ibukota kerajaan Mataram modern, sudah barang tentu Surakarta menjadi pusat 
kegiatan ekonomi, politik dan budaya. Disusul pada masa pergerakan nasional, 
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Surakarta menjadi rumah bagi berbagai aliran gerakan nasional. Demikan pula pada 
masa revolusi dan pasca kemerdekaan, Surakarta menjadi pusaran gerakan aliran 
ideologi antara lain Komunisme, Sosialisme Demokrat, Islam, Nasionalisme Radikal 
dan Tradisionalisme Jawa (Feith dan Castles, 1970). 
B. Tinjauan Pustaka 
B.1. Kajian Sektor Informal dan Politik 
Kajian tentang sektor informal telah banyak dilakukan berdasarkan tinjauan ekonomi, 
demografi, planologi, sosiologi, antropologi dan jender. Namun demikian, masih 
sedikit yang melakukan penelitian sektor informal yang dikaitkan dengan issue politik 
maupun kajian kemiskinan kota dengan persoalan gerakan politik. 
 David Meyer (2004) telah menganilisa munculnya gerakan kerusuhan di kota-
kota besar Amerika Serikat pada tahun 1960an. Gerakan ini diakibatkan pertambahan 
penduduk yang pesat di kota-kota besar akibat migrasi sehingga fasilitas publik di 
kota-kota tersebut tidak dapat melayani penduduk kota yang semakin padat. 
Ketidakpuasan mereka dilampiaskan kepada pemerintah kota dan pengrusakan fasilitas 
umum. Gejala yang hampir sama juga ditengarai oleh  Guillermo O’Donnell (1996) di 
Amerika Latin. Pada tahun 1990an penduduk Amerika Latin yang hidup miskin dan 
tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok sebesar 46%. Kondisi semacam ini 
sama dengan kehidupan pada masa colonial dan bahkan disinyalir lebih jelek. 
 Keadaan lebih parah terjadi di Benua Afrika. Kemiskinan, urbanisasi yang 
berlebih, penyelenggara pemerintah yang korup dan dijalin dengan sentimen etnik 
membuat ketidak-stabilan politik di benua hitam tersebut. Rakodi dan kawan-kawan 
(2000) meneliti keadaan tersebut di Mombassa, kota besar di pantai Kenya. Meskipun 
kota ini mempunyai potensi ekonomi dalam menghidupi warga kotanya, namun karena 
salah urus dalam penyelenggaran pemerintahan kota dan korupsi, kota ini menjadi 
pusat konflik politik.  Douma (2006) menganalisis kekerasan politik di Sub Sahara. 
Akar masalahnya hampir sama yakni masalah kemiskinan. Bahkan kaum miskin ini 
tersingkir secara politik dan menjadi migrant di negara lain. Keadaan yang lebih parah 
terjadi di Nigeria. Ginifer dan Ismail (2005) menemukan bahwa penduduk miskin 
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mudah direkrut menjadi milisi bersenjata oleh kelompok-kelompok yang 
berseberangan dengan pemerintah. 
 Untuk kasus Asia, Bhurthel dan Ali (t. t.), Basnett (2009) menganalisa gerakan 
politik di Nepal yang berhasil menggulingkan pemerintahan kerajaan. Akibat 
kemiskinan dan urbanisasi ditambah efek demonstratif dari penampilan elit politik 
yang tidak mempedulikan degradasi lingkungan mengakibatkan kesengsaraan rakyat. 
Rakyat miskin dan frustasi ini tergiur pada janji dan slogan kelompok Maoist sehingga 
gerakan politik ini dengan cepat memperoleh pengikut militan. 
 Untuk aksi-aksi positif yang dilakukan para pekerja sektor informal dalam 
merespon kondisi social-ekonomi-politik justru dilakukan oleh kaum perempuan. Lind 
dan Farmelo (1996) menganalisa bahwa dalam komunitas miskin, kaum perempuan 
justru lebih aktif dalam menyiasati kemiskinan dengan mengornisir diri secara sukarela 
guna melakukan aksi-aksi social-ekonomi produktif. Fenomena semacam ini banyak 
ditemui di berbagai komunitas miskin di berbagai negara. 
B.2. Konsep Sektor Informal 
Sampai sekarang belum ada definisi baku tentang sektor informal. Secara umum, 
pekerjaan dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni pekerjaan sektor formal dan 
pekerjaan sektor informal. Istilah sektor informal yang dilekatkan pada jenis pekerjaan 
pertama kali diperkenalkan oleh Keith Hart pada decade 1970an ketika ia melakukan 
studi di Ghana (Hart, 1971 dan 1973). Menurut Hart, kriteria pokok yang membedakan 
sektor formal dengan sektor informal adalah perbedaan dalam memperoleh 
penghasilan. Jika seseorang mendapatkan penghasilan dari gaji negara atau institusi 
swasta berbadan hukum maka ia termasuk bekerja dalam sektor formal. Sebaliknya 
jika penghasilan seseorang didapatkan melalui usaha sendiri, maka ia termasuk dalam 
kelompok sektor informal. Sudah barang tentu pekerjaan sektor informal ini mandiri, 
independent dan cair karena mudah berubah bentuk pekerjaannya. Pada akhirnya 
kategori sektor informal yang jumlahnya sangat besar mulai diperhatikan yang 
sebelumnya diabaikan dalam perencanaan pembangunan maupun dalam diskusi dunia 
akademis (Gërxhani, 1999). Konsep ini kemudian dipopulerkan oleh ILO ketika 
konsep sektor informal dipergunakan dalam pembuatan laporan tentang tenaga kerja di 
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Kenya. Di sebutkan dalam laporan itu sektor informal adalah kelompok pekerjaan 
yang tidak tersentuh oleh regulasi pemerintah maupun perpajakan. 
Istilah sektor informal semakin populer pasca tahun 1970an yang merujuk pada 
fenomena ekonomi yang lazim ditemui di negara-negara berkembang. Sektor informal 
ini berada dipinggiran yang tidak mempunyai kaitan kuat dengan corak produksi 
kapitalis. Para ahli percaya bahwa ketika terjadi pertumbuhan ekonomi dan 
modernisasi sehingga negara-negara berkembang dapat menyerupai negara maju, 
sektor informal ini akan hilang dengan sendirinya (Becker, 2004). 
Pengertian tentang sektor informal dapat pula didasarkan pada segmentasi 
pekerjaan. Hal ini dikemukakan oleh International Conference of Labour Statisticians 
(ICLS). Pada tahun 1993 ICLS secara sederhana mendefinisikan pekerja sektor 
informal sebagai pekerjaan dan produksi yang terjadi di usaha kecil dan tidak terdaftar 
(Cuevas dkk., 2009). Definisi ini kemudian diperluas pada tahun 2003 menjadi 
“employees are considered to have informal jobs if their employment relationship is, 
in law or in practice, not subject to labour legislation, income taxation, social 
protection or entitlement to certain employment benefits” (Cuevas dkk., 2009). ICLS 
menganggap pekerja sektor informal adalah mereka yang bekerja dalam pekerjaan 
yang tidak berkaitan dengan aturan perburuhan maupun aturan perpajakan, tanpa 
perlindungan jaminan social yang menguntungkan pekerja tersebut. Berdasarkan 
pengertian semacam ini pekerja sektor informal dapat melakukan pekerjaan lebih dari 
satu jenis pekerjaan. 
Pekerja sektor informal dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu pekerja 
yang bekerja di sektor informal secara mandiri (informal self employment) dan pekerja 
yang diupah dalam usaha sektor informal (informal wage employment). Dalam 
kategori pertama terdiri dari majikan pada usaha sektor informal, pegawai pembukuan 
di usaha informal, pekerja keluarga yang tidak dibayar dan anggota unit produsen 
informal yang bekerjasama dengan usaha informal. Sedangkan kategori kedua terdiri 
para pekerja lepas baik yang bekerja di sektor formal maupun informal namun mereka 
tidak mempunyai kontrak kerja dan tidak dilindungi jaminan social (Cuevas dkk., 
2009). 
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Walaupun banyak ahli berdebat tentang definisi sektor informal, mereka 
sepakat bahwa sektor ini dapat menjadi alternative pembuka peluang pekerjaan dan 
mendatangkan pendapatan bagi mereka yang berpendapatan kecil, berpendidikan 
rendah dan penguasaan tehnologi terbatas. Keberadaan sektor ini menjadi penting dan 
signifikan meskipun negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi dan 
percepatan modernisasi. Yang paling penting dilakukan oleh negara berkembang 
adalah bagaimana mengintegrasikan ekonomi sektor informal ini ke dalam sektor 
formal (Becker, 2004). 
B.3. Opini Politik 
Secara sederhana opini dapat didefinisikan sebagai apa yang sedang dipikirkan 
seseorang mengenai sesuatu (Opinion is what a person thinks about something) 
(http://wiki.answers.com/Q/What_is_opinion). Dapat pula opini diartikan sebagai 
pendapat, ide atau pikiran seseorang mengenai sesuatu 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Opini). Berdasarkan pengertian ini, opini bersifat 
subyektif dan bukan merupakan fakta. Jika opini dapat dibuktikan dan diverifikasi, 
maka opini dapat menjadi sebuah fakta. 
  
  Jika opini yang bersifat individual tersebut dihimpun dari berbagai opini 
individual yang berjumlah banyak, dikelompokkan menurut issue tertentu, terutama 
issue yang bersifat kontroversial dan dimuat dalam media massa, maka opini ini 
menjadi opini publik (Yehuda, 2008). Opini publik ini makin menyebar di masyarakat 
jika masyarakat turut pula mendiskusikannya, menanggapi  sehingga menjadi suatu 
wacana. Opini politik yang dimaksud dalamkajian ini adalah opini publik yang 
berkaitan dengan issue politik. Atau dengan kata lain opini public yang bermuatan 
politik. 
B.4. Media Massa 
Di dalam komunikasi modern, peran media massa menjadi sangat penting, bahkan 
menjadi jantung dari kegiatan komunikasi. Melalui media massa pesan dapat dikirim 
dengan segera dan dalam agregat besar serta nyaris tidak terhalangi dengan batas-batas 
territorial negara (Bittner, 1989). Maka dengan demikian, media massa merupakan 
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pusat dari kajian komunikasi massa. Media melalui organisasi yang dimilikinya 
membagikan pesan yang dapat mempengaruhi dan sekaligus dapat menjadi refleksi 
budaya masyarakat. Demikian pula media menyediakan informasi secara silmutan 
kepada khalayak yang heterogen sehingga media merupakan bagian dari institusi 
masyarakat. Secara demikian, media merupakan perantara antara khalayak dan dunia 
(Littlejohn, 1996). 
 Pada sisi lain Denis McQuail (1987) memberikan ilustrasi metafora tentang 
media. Media merupakan jendela yang memungkinkan manusia melihat dunia 
sekelilingnya; media merupakan penerjemah yang dapat membantu manusia 
memaknai sesuatu; media merupakan platform yang dapat menyebarkan informasi; 
media merupakan komunikasi interaktif yang dapat mencakup umpan-balik khalayak; 
media sebagai filter yang mampu menyaring berbagai pengalaman yang bermakna; 
serta media sebagai cermin yang dapat mereflesikan tentang keadaan yang nyata. 
 Sekarang ini banyak ragam tentang media yang selalu menerpa diri kita setiap 
hari bahkan setiap detik. Dalam kajian ini, media yang dimaksud adalah media audio 
yakni radio, media audio-visual yakni televise, media cetak yakni Koran dan media 
internet. 
C. Metode Penelitian 
Kajian dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian survai. 
Data utama diperoleh melalui kuestioner dan data pendukung diperoleh melalui 
observasi, wawancara dan studi pustaka/dokumen.  
 Unit analisis penelitian ini adalah individu yang sedang bekerja di sektor 
informal di Surakarta dan telah dewasa secara politik yaitu telah mempunyai hak untuk 
memilih dalam pemilihan umum. Responden dipilih secara random sejumlah 40 orang. 
D. Hasil penelitian 
D.1. Status Sosial Ekonomi 
Usaha di sektor informal adalah usaha yang bersifat cair, mobile dan mudah 
dipertukarkan. Hal ini mengakibatkan sifat penghasilannya adalah lebih seketika dalam 
arti transaksi pada waktu yang sama diikuti perpindahan barang dan uang. Oleh karena 
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itu, sifat pengahasilan yang didapat oleh para pekerja adalah jenis penghasilan harian 
atau tidak tentu. Sedangkan penghasilan mingguan dan bulanan sangat sedikit. 
Sifat utama usaha sektor informal adalah dinamis. Naik maupun turunnya 
kegiatan itu tergantung dari situasi yang berlaku pada saat itu. Sifat dinamis tersebut 
tercermin dari besaran jumlah penghasilan yang diterima setiap harinya. Hampir setiap 
hari jumlah penghasilan yang diterima para pekerja selalu berbeda-beda. Demikian 
pula dengan keajegan jam bekerja. Sifat kedinamisan dalam usaha sektor informal juga 
dapat diamati dalam jam bekerja yang dilakukan oleh para pekerja. Sebagian besar saat 
mereka memulai dan mengakhiri pekerjaannya tidak selalu sama.  
Hal yang sama ditemui pula pada penggunaan tenaga upahan. Usaha sektor 
informal pada umumnya merupakan usaha yang dikelola secara mandiri atau ditangani 
sendiri. Jika usaha tersebut bertambah besar, pekerja sektor informal kemudian 
menggunakan tenaga pembantu/upahan. Tenaga yang direkrut ini pun biasanya adalah 
orang yang dekat seperti tetangga atau kerabat.  
Usaha di sektor informal terkenal dengan kemandiriannya. Pekerjaan ini pada 
umumnya hidup, tumbuh dan berkembang secara berdikari meskipun omzetnya tidak 
terlalu besar. Pada kasus di Surakarta, hampir semua pekerja sektor informal mengaku 
tidak memperoleh bantuan, baik berupa bantuan penyuluhan, bantuan fasilitas 
berusaha maupun modal dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi 
maupun pemerintah kabupaten/kota.  
Berkaitan dengan tempat berusaha, para pekerja pada umumnya telah 
mempunyai ijin dan membayar restribusi. Hal ini berarti usaha mereka termasuk legal. 
Namun demikian, terdapat pula pekerja yang tidak mempunyai ijin berusaha dari 
pemerintah. Pekerja semacam ini akan rawan jika ada operasi penertiban yang 
dilakukan oleh satuan penertiban polisi pamong praja.  
Setiap kegiatan ekonomi sudah barang tentu memerlukan modal untuk 
melakukan usahanya. Dalam rangka untuk mendapatkan modal usaha, sebagian besar 
responden mengandalkan modal yang berasal dari dirinya sendiri, entah berasal dari 
tabungannnya sendiri atau pinjaman dari kerabat dekatnya yang lebih mudah diakses, 
cepat dan tidak memerlukan prosedur yang berbelit. Oleh karena modalnya berasal 
dari kantong sendiri, maka jumlah modalnyapun terbatas dan omzet usahanya berskala 
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mikro. Hanya sedikit responden yang memanfaatkan sumber modal dari lembaga 
keuangan resmi atau perbankan.  
Berkaitan dengan pendidikan formal, lebih dari separuh responden telah 
menamatkan pendidikan dasar sebagaimana tuntutan pemerintah dalam menuntaskan 
wajib belajar 9 tahun. Walaupun demikian, masih terdapat pula responden yang 
berpendidikan SD dan bahkan tidak sekolah.  
Meskipun pendapatan yang diperoleh para responden relative kecil namun 
mencukupi untuk kebutuhan hidup sederhana. Mereka masih mampu menyisihkan 
uangnya untuk ditabung walaupun ada pula yang tidak mampu menabung. 
Kemampuan menabung ini penting bagi para pekerja untuk menambah jumlah modal 
guna memperluas jaringan usaha ataupun untuk cadangan yang dapat digunakan 
sewaktu-waktu jika dalam keadaan mendesak/darurat.  
Status sosial ekonomi berhubungan dengan pemilikan property/harta milik. 
Lebih dari separuh responden mengatakan bahwa mereka telah memiliki rumah 
sendiri. Sedangkan lainnya, masih mengontrak rumah atau menumpak kerabatnya. 
Selain iru ada juga responden, meskipun jumlahnya sedikit yang mengatakan bahwa 
rumahnya tidak jelas alias belum mempunyai status. 
Selain rumah tinggal, aspek penting dalam berusaha adalah kepemilikan sarana 
usaha. Sebagian besar responden (77,5%) mengatakan bahwa mereka telah memiliki 
sarana usaha dan sisanya (17,5%) masih menyewa sarana usaha tersebut. Bahkan ada 
pula  sebagian kecil responden (5%) yang tidak memerlukan sarana usaha. 
Demikian pula dengan kepemilikan media massa. Sebagian besar reponden 
telah mempunyai pesawat televisi dan radio. Tidak ada reponden yang berlangganan 
media cetak maupun internet. Sesekali mereka pernah membaca koran atau majalah 
dan ada pula yang pernah menggunakan internet. Sebagai sarana komunikasi, sebagian 
besar dari mereka mempunyai telepon seluler. 
D.2. Terpaan Media Massa 
Pada era sekarang penggunaan maupun terpaan media massa sudah merupakan 
kebutuhan sehari-hari. Bahkan media massa bagi masyarakat tertentu sudah 
merupakan kebutuhan primer seperti kebutuhan makan dan minum. Apalagi pada masa 
pasca reformasi, media massa beserta isinya cenderung bebas, nyaris tidak ada 
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pembatasan seperti jaman sebelumnya. Melalui media massa itulah manusia 
mengalami keterhubungan dengan manusia lain sehingga eksistensi dirinya diakui. 
Demikian pula dengan masyarakat pekerja sektor informal, meskipun masyarakat 
semacam ini bukan menjadi mainstream dalam lapisan masyarakat secara umum 
ditinjau dari segi profesi maupun gaya hidup, dalam kadar tertentu mereka tetap 
bersentuhan dengan media massa. 
D.2.1. Terpaan Media Televisi 
Televisi merpakan media yang paling popular penggunaannya saat ini. Penggunanya 
boleh dikatakan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai kakek-
nenek; mulai lapisan masyarakat miskin sampai mereka yang super kaya; mulai dari 
mereka yang berda di pelosok sampai mereka yang tinggal di kawasan megapolitan. 
Pendek kata, media massa ini adalah media yang serba hadir, bahkan kehadirannya 
dapat menembus ruang yang paling privat yang dipunyai manusia. 
 Di kalangan masyarakat pekerja sektor informal, mereka semua bersentuhan 
dengan media ini. Meskipun dalam intensitas yang berbeda, mereka rutin 
menggunakan media televisi sebagai sarana mencari hiburan. Acara yang sering 
ditonton adalah acara olah raga dan sinetron. Namun demikian, mereka juga 
meluangkan waktu untuk memperoleh informasi politik melalui warta berita maupun 
acara talk-show. 
D.2.2. Terpaan Media Radio  
Dalam intensitas yang lebih rendah, media radio juga digunakan responden untuk 
mencari hiburan. Hiburan yang dicari melaui media ini antara lain siaran yang 
berkaitan dengan kebudayaan lokal misalnya siaran wayang maupun siaran musik 
seperti keroncong, campur sari dan dang-dut. Pencarian informasi politik melalui 
media ini bukanlah menjadi prioritas. Namun demikian, kadang-kala informasi politik 
tersisip pada acara yang mereka dengar melalui siaran berita. 
D.2.3 Terpaan Media Cetak 
Berlainan dengan media audio-visual seperti televisi dan radio, perlakuan 
terhadap media cetak memerlukan prasyarat tertentu seperti melek huruf dan 
meluangkan waktu khusus untuk menggunakannya. Media ini tidak dapat diperlakukan 
secara sambil lalu namun memerlukan waktu dan perhatian khusus dari penggunanya. 
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Jika ditilik dari isinya, media cetak labih sarat memuat informasi politik. Cukup 
banyak responden walaupun kurang dari separoh yang menyatakan membaca media 
cetak.  
D.2.4. Penggunaan Media Internet  
Media internet merupakan media yang paling belakangan muncul. Meskipun baru 
muncul beberapa dekade belakangan, pengguna media ini semakin banyak, khususnya 
dari kalangan tertentu seperti kaum terpelajar dan menguasai serba sedikit tentang 
penggunaan komputer. Media internet menjadi media yang populer di kalangan kelas 
menengah. Namun demikian, ditemui pula waulaupun dalam jumlah yang kecil, ada 
responden yang menggunakan media internet. Sebagian besar responden jarang/tidak 
menggunakan media ini.  
Tabel berikut menunjukkan kecenderungan terpaan media massa di kalangan 
responden. 
Tabel 1: Terpaan Media Massa (n= 40) 
 
Media massa setiap hari Kadang-kadang jarang 
Televisi 65% 30% 5% 
Radio 20% 15% 65% 
Koran 25% 30% 45% 
Internet 22,5% 22,5% 55% 
Sumber: pengolahan data primer 
D.3. Opini Politik 
Berkaitan dengan opini politik, responden dihadapkan pada beberapa pertanyaan yang 
menyangkut dasar negara, simbol-simbol negara, personal pejabat, kebijakan 
pemerintah dan peran warga negara dalam partisipasi politik. Banyak faktor yang 
dapat membentuk opini politik. Salah satunya adalah media massa. Adapun variasi 
jawaban responden adalah sebagai berikut: 
 Dasar negara dan ideologi Pancasila menurut sebagian besar responden (85%) 
sekarang ini semakin jauh ditinggalkan oleh penyelenggara negara. Dengan kata lain, 
mereka beranggapan bahwa pejabat negara yang diberi amanah oleh rakyat ternyata 
kurang setia terhadap ideologi negara. 
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 Akhir-akhir ini ada beberapa simbol budaya sebagai bagian identitas Indonesia 
di klaim oleh negara tetangga. Berkaitan dengan hal ini, sebagian besar responden 
membenarkan jika Pemerintah Indonesia bertindak keras terhadap pelanggaran klaim 
dan menghendaki pemerintah berupaya sungguh-sungguh untuk memelihara symbol-
simbol budaya. Opini responden semacam ini dikonstruksikan karena pemerintah 
dipandang lembek dalam menangani klaim budaya oleh negara tetangga. 
 Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo ketika berkampanye mengusung slogan 
“bali ndeso mbangun deso”. Namun setelah hampir mengakhiri masa jabatannya, 
sebagian besar responden beropini bahwa slogan tersebut belum terlaksana secara 
maksimal. Dengan kata lain, pejabat sekarang pandai beretorika dan menebar janji 
namun minim realita. 
 Kecenderungan di atas dapat pula dilihat dari penilaian responden terhadap 
kebijakan pemerintah. Setiap pemerintah diharapkan bahwa setiap kebijakan yang 
diputuskan selalu membela pada kepentingan rakyat kecil. Pemerintah sekarang oleh 
sebagain besar responden dinilai tidak membela kepentingan rakyat kecil. 
 Dalam setiap sistem demokrasi, pasti disediakan mekanisme bagaimana warga 
negara dapat memilih pejabat publik sesuai dengan harapannya. Mekanisme ini adalah 
system pemilihan umum. Berkaitan dengan sistem pemilu yang memiliki celah untuk 
bermainnya “money politics”, sebagian besar reponden menyatakan tidak akan 
terpengaruh dengan “money politics” meskipun mengahadapi masalah ekonomi yang 
sedang sulit. 
 Kecenderungan opini politik responden dapat diamati pada tabel berikut ini: 
Tabel 2: Opini Politik (n=40) 
Pernyataan Setuju Tidak tahu Tidak setuju 
Pancasila dalam hemat saya sekarang ini 
semakin jauh ditinggalkan oleh para 
penyelenggara negara. 
85% 7,5% 7,5% 
Saya dapat membenarkan jika Pemerintah 
Indonesia tertindak keras terhadap negara 
tetangga yang sering mengklaim simbol-
simbol budaya Indonesia. 
70% 10% 20% 
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Slogan Gubernur Jateng “Bali ndeso 
mbangun ndeso” ternyata sampai sekarang 
belum terlaksana. 
 
82,5% 12,5% 5% 
Saya berpendapat bahwa kebijakan 
ekonomi yang dilakukan pemerintah 
sekarang sudah sangat pro (membela) 
kepentingan rakyat kecil. 
 
10% 17,5% 72,5% 
Meskipun dalam situasi ekonomi sulit, 
saya akan memilih sesuai dengan hati 
nurani saya dalam pemilu meskipun 
diiming-imingi uang. 
85% 7,5% 7,5% 
Sumber: Pengolahan data primer 
 Kecenderungan yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa opini 
politik responden bersifat negatif terhadap situasi politik yang sedang berjalan. Dengan 
kata lain, terdapat sinisme politik di kalangan pekerja sektor informal. Sinisme politik 
ini dapat menjadi bahan dasar untuk melakukan tindakan-tindakan politik baik yang 
bersifat legal maupun illegal seperti demonstrasi, protes dengan tindakan destruktif, 
social-mob dan sebagainya. Namun hal ini akan sulit terjadi bahwa pekerja sektor 
informal dapat direkrut dengan mudah untuk melakukan aksi-aksi politik. Ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, pekerja sektor informal adalah pekerja 
independen, selalu mobile, bersifat cair dan tidak mempunyai organisasi seperti serikat 
pekerja sehingga sulit untuk dikendalikan dan dimobilisasi. Berbeda dengan kaum 
buruh yang posisinya berbeda dengan pekerja sektor informal. Mereka ini jauh lebih 
mudah untuk dimobilisasi kedalam tindakan-tindakan politik. Kedua, pekerja sektor 
informal masih mempunyai integritas sebagai warga-negara yang baik untuk 
menghindar dari pengaruh money politics” dalam pemilu. 
E. Kesimpulan 
Sektor informal merupakan varian jenis pekerjaan yang berkembang terutama di 
negara dunia ketiga. Varian pekerjaan ini mampu menjadi katup penyelamat karena 
dapat meredam tekanan akibat tingginya angka pencari kerja. Pekerjaan sektor 
informal juga erat berkaitan dengan masyarakat miskin dan marginal sehingga rawan 
politik. 
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 Pekerjaan sektor informal meskipun definisinya masih dalam perdebatan, 
bukanlah sesuatu yang homogen namun didalamnya terdapat stratifikasi. Mereka yang 
mempunyai stratifikasi lebih tinggi memiliki penguasaan dalam penggunaan media 
massa sehingga lebih mampu mengolah opini publik menjadi opini pribadi. Terpaan 
media massa terhadap responden terjadi tidak merata. Yang paling kerap adalah media 
televisi dan yang paling jarang adalah media cetak dan internet. 
Opini politik yang dikemukakan responden cenderung bersifat skeptis terhadap 
proses politik yang sedang berjalan. Walaupun demikian, sebagai warga negara, 
responden masih mempunyai integritas untuk menghindari jebakan “money politics” 
dalam pemilu yang akhir-akhir ini berkembang secara massif. 
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